
 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PANGANDARAN 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PANGANDARAN 

NOMOR 35/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/III/2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

PANGANDARAN NOMOR 12/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/III/2020 

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT 

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN PANGANDARAN 

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

PANGANDARAN TAHUN 2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang 

Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya 

Pencegahan Penyebaran Covid-19, yang menetapkan 

penundaan beberapa Tahapan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; 

b.  bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 

tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya 

Pencegahan Penyebaran Covid-19, yang meminta KPU 

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti 
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sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5898); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

4.    Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan 

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata 

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan 

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah, 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan 

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata 

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan 

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1498); 

             5. Peraturan . . . 

 

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran/



- 4 - 
 

  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); 

6.   Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02-

Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-

19; 

7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan 

Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah 

Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Pangandaran Nomor :  236/PL.01.5-Kpt/KPU-

Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, 

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 

243/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan 

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-

Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, 

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020; 
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9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Pangandaran Nomor 01/PP.04.2-Kpt/3218/KPU-

Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan 

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Pangandaran Tahun 2020; 

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Pangandaran Nomor 23/PL.03-Kpt/3218/Kab/III/2020 

tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Pangandaran Tahun 2020 dalam Upaya 

Pencegahan Penyebaran Covid-19; 

 

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 

179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan 

Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan 

Penyebaran Covid-19; 

2.  Berita Acara Nomor 65/BA/3218/Kab/III/2020 tentang 

Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Pangandaran Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan 

Penyebaran Covid-19; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN 

NOMOR 12/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/III/2020 TENTANG 

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA 

PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN PANGANDARAN 

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN 

WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020. 

KESATU : Diktum KEEMPAT diubah sehingga masa kerja Sekretaris dan 

Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten 

Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 

Wakil . . . 
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Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 ditunda sejak 1 April 

2020 sampai dengan batas waktu yang belum dapat 

ditentukan. 

KEDUA :  Sebagai konsekuensi dari penundaan masa kerja Sekretaris 

dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu tidak 

diberikan honorarium. 

KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran hanya 

dapat membayarkan honorarium Sekretaris dan Staf 

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan output yang 

telah dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020. 

KEEMPAT :   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Pangandaran 

pada tanggal 25 Maret 2020 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

 KABUPATEN PANGANDARAN, 

 

ttd. 

 

MUHTADIN 
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